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C. Abstrak 

Persoalan sengketa warisan seringkali menjadi di masyarakat, bahkan tak 

jarang menyisakan konflik dan “memutus kekerabatan.kekerabatan yang 

awalnya penuh dengen kekeluargaan berubah menjadi konflik akibat 

penyelesaian warisan yang dianggap kurang memberikan rasa adil kepada 

pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, terkadang penyelesaian warisan di satu 

sisi dapat memberikan keadilan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya 

merasa belum mendapatkan keadilan. Dampaknya adalah perpecahan antar 

keluarga. Persoalan ini, semakin rumit jika ahli waris berasal dari perkawinan 

campuran. Berdasarkan persoalan itulah penulis tertarik untuk membahasnya 

lebih jauh.  

Indonesia yng memilikii brbagai macamm sukuu, adat. yng. mmiliki cirii 

khaas disetip daerah., trmasuk dalm perihl perwrisan. Tidk adanya unfikasi 

hokum wariis yang bersifat nasional dan ragamnya, adat kebodayaan yng 

dimilikii bangsa Indonesia, mengakibatkn pluralism hokum kewarisaan di 

Indonesia. Saat ini berlku tiga Sistim Hokum Kewarisan, yaitu Hokum 

Kewariisan Adat, Hokum Kewariisan Barat (BW) dan Hokum 

Kewariisan.Islam.
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Berdasarkan latarbelakang dan judul yang dipilih penelitian ini merupakan 

penelitian kepustaakaan, yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini 

berupaya atau menggambarkan, menalaah, menjelaskan dan menganalisis 

suatu permasalahan atau penyelesaian hokum waris campuran dari peraturan 

hokum melalui penelusuran buku, jurnal, dll. Sehingga pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normative. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyelesaian persoalan sengketa 

warisan dilakukan melalui jalur pengadilan agama, sedangkan untuk 

penyelesaian sengketa KUHP melalui pengadilamn negeri. 2) Dalam konteks 

penyelesaian warisan akibat perkawinan campuran, maka pihak leuarga dapat 

memilih hokum mana yang akan dipilih dalam penyelesaian tersebut, di mana 

fakta menunjukkan hokum waris di Indonesia bersifat plural. Dalam hal ini, 
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bias menggunakan hokum positif, hokum Islam dan adat dan yang terpenting 

mengedapankan rasa keadalah dan prinsip musyawarah untuk menghindari 

konflik. 

D. Kata kunci: Perbandingan, penyelesaian, sengketa waris, hokum islam, 

hokum positif 

E. Pendahuluan 

Hukum waris merupakan hokum yang mengatur tentang perpindahan harta 

yang dimiliki seseorang yang telah meninggal kepada hak waris. Dengan kata 

lain harta waruisan adalah harta yang kekayaan dari seseorang yang telah 

meninggal dunia, baik harta masih utuh maupun harta yang belum dibagi. 

Seringkali sengketa warisan terjadi di masyarakat, baik menimbulkan dampak  

konflik yang berat hingga ringan. Beberapa konflik tersebut seringkali 

membuat hubungan antara keluarga terganggu bahkan tak jarang tidak saling 

tegyr sapa. 

Persoalan sengketa warisan seringkali menjadi di masyarakat, bahkan tak 

jarang menyisakan konflik dan “memutus kekerabatan.kekerabatan yang 

awalnya penuh dengen kekeluargaan berubah menjadi konflik akibat 

penyelesaian warisan yang dianggap kurang memberikan rasa adil kepada 

pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, terkadang penyelesaian warisan di satu 

sisi dapat memberikan keadilan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya 

merasa belum mendapatkan keadilan. Dampaknya adalah perpecahan antar 

keluarga.  

Indonesia sebagai sebuah negara dengan kekayaan suku, adat memiliki ciri 

khas tersendiri. Hal ini juga berlaku untuk pembagian harta warisan. fakta 

menunjukkan hokum waris di Indonesia bersifat plural. Dalam hal ini, bias 

menggunakan hokum positif, hokum Islam dan adat. Persoalan ini, semakin 

rumit jika ahli waris berasal dari perkawinan campuran. Berdasarkan 

persoalan itulah penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. Di sisi lain, 

khsusu sengketa waruisan yang sering muncul merupakan persoalan yang 

menarik untuk dikaji, emngingat dampak konflik warisan yang luar biasa. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan judul yang dipilih penelitian ini 

merupakan penelitian kepustaakaan, yang bersifat deskriptif analisis. 

Penelitian ini berupaya atau menggambarkan, menalaah, menjelaskan dan 

menganalisis suatu permasalahan atau penyelesaian hokum waris 

campuran dari peraturan hokum melalui penelusuran buku, jurnal, dll. 

Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

yuridis normative. 

2. Pendekatan 

Penelitiaan hokum normatiive adalh penelitiian yng mengkajii 

normanorma yng berlakuu mliputi Udang- Undange yng mempunyaii 



relevansii dengn permasalahn-permasalahn sebgai bhan hukum 

sumbernyaa.
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3. Bahan Hukum 

a) Primer 

Bahan primer yang menajadi sumber pada penelitian ini adalah 

Undang-undang Dasar 1954, Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

serta UU Nomr 3 tahun 2006 

b) Bahan sekunder 

Bahan ini digunakan untuk membantu atau memahami dan 

menganalisis berbagai konsep dalam bahan utama, sehingga 

melengkapi bahan yang sudah ada. Bahan tersebut diperoleh dari 

jurnal, buku atau beruta huingga ulasan di berbagai media dan sumber 

lain yang terkait dengan penelitian ini. 

c) Bahan Hukum tersier 

Bahan hokum tersier digunakan utnuk kepentingan berbagai hal dalam 

menjelaskan istilah atau makna dari kata-kata bahan hokum utama atau 

sekunder atau primer. Bahan ini berupa kamus. 

4. Teknik Pengumpulan data 

Dalam rangka mmperoleh datae yag diperlukan, digunakan teknik 

pengumpulan. Data. Studi. Pustaka. (Library Research). Penelitian. Ini. 

Dilakukn. dngan. telaah. pustaka., dengn caraa dataa-data. dikumpulkan. 

dengn mmbaca buku.-buku., literature.-literatur, ataupun. dngan. 

perundangundangan yng berhubungn dngan rumusn masalh yng akann 

peenulis bahaas kmudian mnganalisis dan membandingkannya. dengan. 

hasil. wawancara. yang telah. dilakukan. 

5. Analisis Data 

Data. yng diperolh darii data. primer., sekunder., tersier., akan. 

diolah. dan dianaliss brdasarkan rmusan masalh yng tlah ditetapkaan 

sehinggaa diiharapkan dapt diperoleih gambarain yang jelaes. Analisis. 

data. yang. digunakaan adalh analisiis data. yng berupya memberikn 

gambarn secra jlas dan konkreit terhadp objeek yng dibahs secra kualitatiif 

dan selanjutny data tersebt disajikaan secara deskriptiif dengan 

menjelaskain, mennguraikan, menggambarkaan sesuaii dngan permasalahn 

yng eratt kaiitannya dngan pnelitian inii. 

G. Hasil dan Pembahasan 

 

1. Penyelesaiaan. sengketa. waris. dalam. Islam. dapat. melalui. mediasii. 

Mediasii dlam sumber Islaam dsamakan dengn Tahkiim. Tahkim. dalam. 

istilah Fiqh adalah adanyaa 2 orng atau lbih yng memnta orng lainagar 

memberii kputusan terhadapperselisihan yanng trjadi diantra merekae 
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berdasarkaan hukum syar‟ii. Pnyelesaian sngketa dngan Hukm Islamm 

diilakukan melaluii Pengadilaan Agamaa sebagaimanaa diaturr dalamm 

Undangg-Unndang Nomr 3 Tahunn 2006 tantang Parubahan Undng-

Undng Nomr 7 Tahun 1989 tentng Peradlan Agamaa. Sdangkan untukk 

penyelesaiian sengketaa berdasarrkan sumbeer KUHPerdata melalui 

Pengadilan. Negeri. 

2. Pada. dasarnya. jika. penyelesaian. sengketa. melalui. hokum. Islam. 

akibat. perkawinan. campuraan jika. masih. rentan. persolan. tentunya. 

bisaa dikembaliikan paada Undng-Undng Nomr 7 Tahun 1989 tantang 

Perdilan Agama, keluaarga musliim piihak dapt memilih hukum apaa yng 

akaan dgunakan dalm pembagaian warusan bagi pihak terkait. Klausol itu 

tertuilis padaa bagiian penjelsan umumm Undng-Undng Nomr 7 Tahun 

1989 tentang Pradilan Agama, dsebutkan bahwa Paraa piihak sbelum 

berperkaraa dapt mempertimbangkaan untuuk memiliih hukm apaa yang 

dipergunakan dalam pembagiian warisaan. Dengan kenyataaan baahwa 

Hukom Waruis di Indonesia bersifat pluraliis, sudaah baarang tentu. 

membuat. pencari. keadilan. bertanyatanya, hukom wariis manakaah yang 

paling teepat digunakaan apabilaa terjadii prsoalan dalam pewarisn. Padaa 

umumnyaa orng lalu akn mencarii keadilaan di laembaga peradiilan yanng 

disediakaan oleh .negara. Pada. keluarga. non Muslim, atau. dalam. 

keluarga Muslim. yang. tidak. mau. menggunakan. hokum wariis Islam. 

mereka. menggunakan. hokum. warius Baratt atau huukum positif yang 

bersumberr dari BW. Bagi, masyarakat. yang. memegng teguh. hokum 

adatt mereaka dpat mnggunakan Hukum Waris Adat, sdangkan orang. 

Islam. menggunakan. Hukum Waris Islam. yng tercntum dalam 

Kompilasii Hukum Islam (KHI). Hukumm apapun yang akan diambil hal 

yng paling penting dikedepankan adalah pemenuhaan rasa keadilan serta 

msyawarah. 

 

H. Simpulan 

1) Penyelesaian persoalan sengketa warisan dilakukan melalui jalur 

pengadilan agama, sedangkan untuk penyelesaian sengketa KUHP melalui 

pengadilamn negeri.  

2) Dalam konteks penyelesaian warisan akibat perkawinan campuran, maka 

pihak leuarga dapat memilih hokum mana yang akan dipilih dalam 

penyelesaian tersebut, di mana fakta menunjukkan hokum waris di 

Indonesia bersifat plural. Dalam hal ini, bias menggunakan hokum positif, 

hokum Islam dan adat dan yang terpenting mengedapankan rasa keadalah 

dan prinsip musyawarah untuk menghindari konflik. 
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